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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. TinjauanUmum Tentang Perlindungan Hukum 
Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berkaitan dalam 
kepustakaan Belanda yang berbunyi “rechtbescherming van de Burgers tegen 
de overhad” dan dalam kepustakaan Bahasa Inggris adalah “Legal protection 
of the individual in relation to acts of administrative authorities”.1 
Menurut Kamus Besar Bahsa Indonesia, perlindungan bersal dari kata 
“lindung”, yang berarti menempatkan dirinya di bawah (di balik, di belakang) 
sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, panas, dan sebagainya. 
Sedangkan “perlindungan” sendiri memiliki pengertian tempat berlindung, hal 
(perbuatan dan sebagainya).2 
Dari definisi – definisi diatas pengertian perlindungan hukum menurut 
Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia 
yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 
masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 
hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya 
hukum yang harus diberikan oleh aparat pengak hukum untuk memberikan 
rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai 
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ancaman dari pihak manapun.3 Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah 
tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-
wenang oleh penguasa yang tidak seseuai dengan aturan hukum, untuk 
mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia 
untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.4Sedangkan menurut Muchsin, 
perlindungan hukum merupakan suatu ha yang melindungi individu dengan 
menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam 
sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan 
hidup antar sesama manusia.5 
Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi 
rakyat terdiri dari dua macam yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan 
Perlindungan Hukum Represif.Secara konseptual, perlindungan hukum yang 
diberikan untuk rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip 
pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusi yang 
bersumber pada pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan 
panacasila. 
a. Perlindungan Hukum Preventif yaitu Perlindungan yang diberikan 
oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya 
sengketa serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam 
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melakukan suatu kewajiban,  perlindungan hukum preventif sangat 
besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada 
kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang 
preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam 
mengambil keputusan yang didasarkan pada direksi.  
b. Perlindungan Hukum Represif  
Perlindungan Hukum Represif yaitu perlindungan hukum yang 
bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.Penanganan 
perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan 
Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum 
ini.Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah 
bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan 
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah 
dari barat, lainnya konsep-konsep tentang pengakuan dan 
perlindungan hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-
pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan 
pemerintah.Prinsip kedua yang mendasari pada perlindungan hukum 
terhadap tindak pemerintah adalah prinsip Negara hukum.Dikaitkan 
dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 
mendapat tempat umum dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari 
Negara hukum.6 
Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat yaitu hukum dapat 
difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar 
adaptif, dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.Prediktif dan 
antipatif disini hukum bertujuan memprediksi hal-hal yang dapat terjadi 
kedepan, sehingga hal tersebut dapat di antisapasi oleh hukum.7Perlindungan 
hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk 
mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian 
hukum.Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada 
setiap subyek hukum sesuai aturan hukum dalam rangka menegakkan hukum 
serta pada hakekatnya setiap orang dan hal yang berkaitan dengan hukum 
berhak atas perlindungan dari hukum.8 
B.TinjauanUmum Tentang Uang Elektronik  
 1. Pengertian Uang Elektronik 
   Uang Elektronik (e-money) pada awalnya lebih dikenal dengan sebutan 
kartu penyimpanan dana (Stored Value Card) yaitu sebuah kartu yang 
berfungsi untuk menyimpan sebuah dana dengan julah yang telah 
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didepositkan. Fungsinya hamper sama dengan kartu debit, namun stored value 
card ini tidak menyimpan identitas dari pengguna atau pemegang kartu 
(anonymous). Nilai yang tersimpan dalam stored value cardini yang 
dinamakan uang elektronik atau e-money. Uang elektronik diatur tersendiri 
dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang 
Elektronik (Electronic Money). Uang elektronik (e-money) merupakan alat 
pemabayaran yang memenui unsur-unsur yaitu : 
a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh 
pemegang kepada penerbit 
b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti 
server atau chip 
c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang (merchant) 
yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut 
d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh 
penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud 
dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan. 
 Pengguna uang elektronik tidak perlu menjadi nasabah bank, sehingga 
dapat membeli langsung melalui jaringan bank atau perusahaan telekomunikasi 
selaku penerbit. Pembayaran menggunakan uang elektronik tidak selalu 
memerlukan proses otoritas untuk pembebanan ke rekening nasabah. Hal ini 
karena pada uang elektronik tersebut telah terekam sejumlah nilai uang, 
sehingga pada prinsipnya seseorang yang memiliki uang elektronik sama 
dengan memiliki uang tunai, tetapi nilai uang tersebut telah dikonversikan 
dalam bentuk data elektronis. 
Dilihat dari media yang digunakan, ada dua tipe produk uang elektronik 
(e-money) yaitu :9 
1. Prepaid Card/Kartu Prabayar/Electronic purses, dengan 
karakteristik : 
a. Nilai uang dikonservasi menjadi nilai elektronis dan 
disimpan dalam suatu chip (integrated circuit) yang 
tertanam pada kartu  
b. Mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan cara 
memasukkan kartu ke suatu alat card reader. 
2. Prepaid Software (disebut juga digital cash), dengan karakteristik 
: 
a. Nilai uang dikonversi menjadi nilai elektronis dan disimpan 
dalam suatu hard disk computer yang terdapat dalam 
Personal Computer (PC) 
b. Mekanisme pemindahan dana dilakukan secara online 
melalui suatu jaringan komunikasi seperti internet, pada saat 
melakukan pembayaran. 
                                                             
9R. Serfianto, dkk, Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM – Debit, & Uang Elektronik, 
Visi Media, Jakarta, 2012, hlm . 98 
Mengenai profil dari uang elektronik, antara lain memuat informasi : 
1. Merek (brand name) yang digunakan  
2. Spesifikasi teknis yang paling kurang memuat informasi 
mengeni media penyimpanan data elektronis dan fitur 
keamanan (security features) 
3. Mekanisme pengelolaan uang elektronik yang memuat 
informasi mengenai penerbitan, pengisian ulang,redeem dan 
penagihan oleh pedagang (merchant). 
 Uang Elektronik (e-money) harus memuat transparansi produk.Penerbit 
harus memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang atas uang 
elektronik yang diterbitkan. Informasi tersebut wajib disampaikan dengan 
menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti tersebut 
sesuai dwngan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang 
Uang Elektronik (Electronic Money) memuat hal hal berikut : 
a. Informasi bahwa Uang Elektronik bukan merupakan simpanan 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan 
sehingga Nilai Uang Elektronik tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin 
Simpanan (LPS). 
b. Prosedur dan tata cara penggunaan Uang Elektronik, fasilitas yang 
melekat pada Uang Elektronik seperti pengisian ulang, transfer dana, 
tarik tunai dan redeem serta risiko yang mungkin timbul dari 
penggunaan Uang Elektronik 
c. Pemegang mempunyai hak dan kewajiban, antara lain : 
1. Suatu hal yang harus diperhatikan Pemegang dalam 
penggunaan Uang Elektronik seperti masa berlaku media 
Uang Elektronik, apabila ada, dan hak kewajiban 
pemegang atas berakhirnya masa berlaku media Uang 
Elektronik 
2. Hak dan kewajiban pemegang apabila terjadi hal-hal yang 
mengakibatkan kerugian bagi pemegang dan/atau 
Penerbit, baik yang disebabkan oleh kegagalan system 
atau sebab lainnya, dan 
3. Jenis dan besarnya biaya yang digunakan 
d. Tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan 
Uang Elektronik dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan 
tersebut. 
e. Tata cara dan konsekuensi penggunaan produk termasuk tata cara 
pengembalian seluruh Nilai Uang Elekttronik yang tersisa pada Uang 
Elektronik pada saat Pemegang mengakhiri penggunaan Uang 
Elektronik (redeem). 
 2. Para Pihak Dalam Transaksi Uang Elektronik 
 Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/200 tentang 
Uang Elektronik (electronic money) maka dapat dilihat pihak-pihak dalamm 
transaksi uang elektronik ini yaitu : 
a) Prinsipal 
Bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas 
pengelolaan system dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang 
berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, daalm transaksi uang 
elektronik yang bekerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu 
perjanjian tertulis. 
b) Penerbit 
Bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik 
c) Acquirer 
Bank atau lembaga selaibn bank yang melakukan kerjasama dengan 
pedagang, yang dapat memproses data uang elektronik yang diterbitkan 
oleh pihak lain 
d) Pedagang (Merchant) 
Penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari 
pemegang 
e) Pemegang 
Pihak yang menggunakan uang elektronik 
f) Penyelenggara Kliring 
Bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan 
kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau dalam rangka 
transaksi uang elektronik 
g) Penyelenggara Penyelesaian Kliring 
Bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung 
jawab terhdap penyelesaian akhir atas hak dan kweajiban keuangan 
masing-masing penerbit dan/atau acquirer dalam rangka transaksi uang 
elektronik berdasarkan hasil perhitungan dan penyelenggara kliring. 
 Bank yang dimaksud adalah Bank Umum dan Bank Perkrediatn Rakyat 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 
Perbankan, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia dan Bank Umum 
Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaiman dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaga selain 
bank merupakan badan usaha bukan bank yang berbadan hukum dan dirikan 
berdasarkan Hukum Indonesia. Bank atau Lembaga Selain Bank yang 
mengajukan permohonan ijin untuk menjadi Prinsipal, Penerbit maupun 
Acquirer  wajib memperoleh ijin dari Bank Indonesia. Permohonan tersebut 
diajukan secara tertulis sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 
11/11/DASP tenatng Uang Elektronik (Electronic Money), untuk Prinsipal 
harus memuat informasi berupa jenis kegiatan Uang Elektronik yang akan 
diselenggarakan, rencana waktu dimulainya kegiaatn, dan nama jaringan yang 
akan digunakan. Untuk menjadi penerbit, harus memuat informasi berupa jenis 
kegiatan Uang Elektronik yang akan diselenggarakan, rencana waktu 
dimulainya kegiatan, dan nama produk yang akan digunakan.  
 Hubungan antara penerbit, pemegang dan Pedagang 
(merchant)merupakan hubungan terpenting dalam transaksi uang elektronik. 
Nilai elektronik dapat diperoleh dengan menukarkan sejumlah uang tunai atau 
melalui pendebetan rekening pada bank penerbit untuk kemudian disimpan 
dalam bentuk kartu e-money.Pemindahan nilai elektronik terjadi apabila ada 
transaksi pembayaran yang dilakukan pada pedagang (merchant) melalui suatu 
mesin khusus untuk kartu (card reader).Pengembangan Uang Elektronik 
tergantung pada insentif yang akan diperoleh berbagai pihak yang terkait 
seperti Penerbit, Pemegang Uang Elektronik, maupun Pedagang (merchant). 
Bagi penerbit potensi keuntungan yang dapat diperoleh dalam menerbitkan 
uang elektronik antara lain pendapatan atas fee yang dikenakan kepada 
pemegang Uang Elektronik dan pedagang, pendapatan atas invsetasi yang 
diperoleh dari outstanding dana yang terhimpun, dan efisiensi aats 
berkurangnya biaya pengelolaan kas dalam hal penerbit uang elektronik adalah 
Bank. Bagi pemgang Uang Elektronik, keinginan untuk menggunakan uang 
elektronik dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu besarnya fee yang harus 
dibayar disbanding dengan instrumem pemabayarn lainnya, privasi dan tingakt 
keamanan uang elektroni, kemudahan pemakaiannya, dan luas tidaknya 
penerimaan oleh pedagang (merchant). Bagi Pedang (merchant) sendiri, 
keinginan untuk menerima pembayaran dalam bentuk uang elektronik 
dipengaruhi oleh besarnya fee yang dikenakan oleh penerbit, biaya pengadaan 
peralatan, dan efisiensi atas berkurangnya biaya pengelolaan.10 
C. Tinjauan Umum Tentang GO-JEK 
 GO-JEK lahir dari ide sang CEO (chief executive oofficer) dan 
Managing Director Nadiem Makarim yang mengaku seorang pengguna ojek. 
Ojek yang merupakan kendaraan motor roda dua ini memang transportasi yang 
sangat efektif untuk mobilitas di kemacetan kota. Dengan pengalamannya saat 
ini naik ojek di jalanan yang macet inilah ia kemudian menciptakan GO-JEK, 
sebuah layanan antar jemput dengan ojek modern berbasis pesanan.  
 GO-JEK adalah Karya Anak Bangsa yang kali peratma lahir dengan 
niat baik untuk memberikan solusi memudahkan kehidupan sehari-hari di 
tengah kemacetan perkotaan.Kala itu pemikirannya, bagaimana masyarakat 
bisa mendapatkan layanan yang mudah, aman, nyaman, dan terpercaya dengan 
tarif jelas, sementara mitra bisa menjadi lebih mudah dalam mendapatkan 
pelanggan dan meningkatkan penghasilan.Layanan GO-JEK yang tertata 
ternyata cukup disukai oleh masyrakat dan mitra, walaupun jumlahnya masih 
sangat kecil dibandingkan sekarang.Saat itu layanan yang ditawarkan GO-JEK 
meliputi transportasi, kurir, dan berbelanja.Tujuan GO-JEK saat itu adalah 
meningkatkan kinerja para pengmudi ojek. 
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 Di tahun 2015 GO-JEK memutuskan untuk menyediakan layanan GO-
JEK dalam bentuk aplikasi.Sehingga GO-JEK menjadi sebuah solusi berbasis 
teknologi yang memudahkan segala kebutuhan kehidupan sehari-hari 
masyarakat.Disinilah pertumbuhan GO-JEK menjadi sangat signifikan. Ketika 
aplikasi GO-JEK diluncurkan pada tahun 2015, ada beberaap layanan fitur 
yang tersedia di Aplikasi GO-JEK antara lain :11 
1. Go-Ride 
 Go-Rideatau jasa tranportasi yang berupa motor, sesuai dengan 
namanya GO-JEK dimanfaatkan sebagai media, transportasi khususnya 
diwaktu macet  dan disaat disaaat kesulitan mencari transportasi public. 
Kelebihan pada Go-Ride ini adalah pada awal pemesanan kita 
menentukan dimana keberadaan calon penumpang dan mentukan 
tujuan, dan seketika aplikasi memberikan konfirmasi harga yang harus 
dibayar oleh calon penumpang. 
2. Go-Car 
 Go-Car juga sama seperti Go-Ride yang merupakan jasa 
transportasi. Tetapi, Go-Car merupakan jasa transporatsi yang 
disediakan oleh GO-JEK yang berupa mobil. 
3. Go-Food 
 Go-Food atau jasa pengiriman makanan, dengan layanan ini kita 
bisa order atau memesan makanan di otlite makanan yang sudah 
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tersedia di layanan Go-Food tanpa harus pergi ketempat kesana.Bahkan 
didalam layanan ini sudah ada jenis-jenis makanan yang 
direkomendasiin sehingga memudahkan. 
4. Go-Send 
 Go-Send atau Instant Courier (jasa pengiriman barang).GO-
JEK bisa dimanfaatkan sebagai pengiriman barang secara “real 
time”.Biaya yang dibayar tentu saja sesuai dengan jarak tempuh yang 
secara otomatis sudah tertera di aplikasi.Baik dokumen maupun barang 
bisa diantar. Dengan catatan untuk barang yang akan dikirimkan tidak 
boleh melebihi dari pada jarak stang motor dan tinggi pengmudi. 
5. Go-Mart 
 Layanan belanja instan yang bisa digunakan untuk membeli 
ribuan jenis barang dari berbagai macam took dimanapun. Terdapat 
beberapa kategori took di Go-Mart : 
a. Groceries 
b. Convenience store 
c. Health & Pharmacy 
d. Optical & Eyewear 
e. Electronic & Gadget 
f. Book’s & Stationeries 
g. Hobby & Speciality 
h. Kids, Toys, & Maternity 
i. Petshop 
j. Hair & Beauty 
k. Local Product  
l. Cooking & Baking  
6. Go-Box  
 Layanan angkut dan antar oleh mobil boks, pickup bak dan lain-
lain yang didesain untuk memenuhi kebutuhan usaha yang beragam. 
Go-Box mempermudah seseorang untuk menjadwalkan dan memantau 
pengiriman barang dengan praktis. 
7. Go-Massage  
 Layanan jasa pijat tradisional panggilan secara online untuk 
datang kerumah melalui aplikasi GO-JEK, dan tidak perlu khawatir, 
karena konsumen laki-lakiakan dipijat oleh laki-laki dan konsumen 
perempuan akan dipijat oleh perempuan juga. 
8. Go-Clean 
 Layanan jasa kebersihan rumah secara panggilan yang 
memberikan layanan untuk bersih-bersih rumah yang bisa dipanggil 
melalui aplikasi GO-JEK.Jadi apabila sedang malas bisa menggunakan 
jasa ini. 
9. Go-Glam  
 Layanan jasa kecantikan panggilan yang ditujukan untuk 
konsumen yang ingin melakukan perawatan kecantikan seperti untuk 
makeup, potong rambut, hijab stylist, creambath, manicure/pedicure, 
lulur, waxing, dan lain-lain.Intinya adalah untuk menangani masalah 
perawatan kecantikan. 
      10. Go-Tix  
 Dari beberapa layanan yang terdapat pada GO-JEK ini 
memudahkan pengguna aplikasi GO-JEK dalam melakukan apapun 
termasuk ketika mereka ingin menggunakan layanan transpotasi, dapat 
langsung ditemukan dan mendapatkan pelayanan sesuai yang diminta. 
 
     11. Go-Busway 
 Layanan yang digunakan untuk membanu para calon 
penumpang busway TransJakarta dalam mencari/melihat halte-halte 
busway+rute dan juga solusi pengantaran calon penumpang busway 
dari lokasi dia berada menuju halte busway yang diinginkan.Selain itu 
dengan aplikasi Go-Busway ini para pengguna TranJakarta juga dapat 
mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menunggu bus di 
koridor/halte busway yang diinginkan. 
 12.  Go-Pay 
 Go-Pay adalah uang elektronik yang diterbitkan oleh PT DAB 
yang terdaftar dan dimonitor oleh Bank Indonesia, yang memiliki 
fungsi yang sama dengan uang tunai yang saat digunakan sebagai alat 
pembayaran yang sah, yang nilainya sama dengan uang tunai yang 
didepositkan  terlebih dahulu didalam akun Go-Pay. 
13. Go-Med 
    Go-Med adalah layanan terintegrasi untuk membeli obat-obat, 
vitamin, dan kebutuhan medis lainnya dari apotek berlisensi. 
14. Go-Pusla 
    Go-Pulsa adalah layanan pengisian pulsa ,angsung dari aplikasi 
GO-JEK dengan menggunakan Go-Pay. 
 
D. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik  
 1. Pengertian Transaksi Elektronik 
 Lahir dan berkembangnya hukum teknologi hukum teknologi informasi 
telah didorong dengan adanya konvergensi antara teknologi telekomunikasi 
dan informatika dan salah satunya adalah mendorong lahirnya suatu alternative 
bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis yang dikenal dengan perdagangan 
melalui elektronik (selanjutnya akan disebut dengan e-commerce).12 
 Sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang definisi e-commerce 
karena masing-masing pihak memberikan suatu definisi yang berbeda-beda, 
hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang selalu berkembang 
sehingga definisi e-commerceakan mengikuti perkembangan teknologi 
tersebut. Akan tetapi dalam perkembangan praktik e-commerce meruapkan 
kegiaatn yng meliputi tukar-menukar informasi (information sharing), iklan 
(advertising), dan transaksi (transacting).13 
 Elektronik internet menurut Julian Ding sebagaimana dikutip oleh 
Mariam Darus Badrulzaman menentukan bahwa : 
 “Electronic Internet, or E-internet as it also know is a commercial 
transaction between a vendor and phurchaser or parties in similar contractual 
relationships for the supply of goods, service or the acquisition or “right”. 
This commercial transaction is executedor entered into in an electronic 
medium (or digital medium)when the phycial presence of the parties is not 
required. And the medium exits In a public network or system as opposed to a 
private network (closedsystem). The public network or system must be 
considered an open system (e.g the internet or the world wide web), the 
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Hukum International, Widya Padjajaran, Bandung hlm. 54   
13Ibid, hlm 56  
transaction are concluded regardless of national boundaries or local 
requirements” 
 Artinya adalah sebagai berikut : 
 Transaksi Elektronik internet adalah elektronik dagang antara penjual 
dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih 
hak.Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik dimana para pihak tidak 
hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan 
system terbuka yaitu internet atau word wide web.Transaksi ini terjadi terlepas 
dari batas wilayah dan syarat nasional. 
 Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud Transaksi Elektronik 
adalah 
“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan 
dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau 
media elektronik lainnya” 
 2. Sifat-Sifat dan Karakteristik E-Commerce14 
  Sifat dan karakteristik e-commerceyakni: 
a) Transparan  
b) Interaktif  
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c) Cepat  
 Raiport dan Jaworski berpendapat bahwa karakteristik e-commerce 
merupakan informasi digital atau information, artinya pertukaran informasi 
digital antara para pihak yang terjadi dalam proses komunikasi, serta 
koordinasi antara perusahaan dengan individu dalam jual belli barang dan 
jasa dan pengeriman barang, sebagai berikut : 
a) Technology enabled, dalam e-commerce transaksi yang terjadi 
dimungkinkan oleh adanya teknologi 
b) Technologi mediated, e-commerce merupakan mekanisme 
perdagangan yang tidak hanya dimungkinkan dengan adanya 
teknologi akan tetapi e-commercejuga merupakan hubungan yang 
menggunakan teknologi sebagai media sehingga keberhasilan e-
commercesangat ditentukan dengan bergantung kepada beberapa 
baik teknologi dan alat yang dipergunakan 
c) Intra and Inter Organizational Mechanism, ruang linigkup e-
commerce mencakup keseluruhan aktifitas inter dan intra organisasi 
yang berbasis elektronik yang secara langsung maupun tidak 
langsung menunjang terjadinya proses pertukaran.  
 3. Jenis Transaksi E-Commerce dalam Praktik dibagi Dalam Dua Jenis15 
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a) Transaksi melalui elektronik secara tidak langsung yaitu hubungan hukum 
antara pembeli dan penjual yang merupakan pembuatan kontrak melalui 
internet akan tetapi pngiriman barang dilakukan secara biasa yang umunya 
dilakukan dalam perdagangan barang  
b) Transaksi melalui langsung yaitu hubungan hukum yang dilakukan lewat 
internet baik pembuatan kontrak maupun pengiriman barang biasanya dalam 
perdagangan biasa misalnya penjualan piranti lunak, film, music atau 
informasi yang dapat di download.  
 4. Keuntungan dan Kerugian E-Commerce 
a. Bagi Kalangan Pengusaha 
1. E-Commerce dapat memperluas pasar sampai dengan tingkat 
internasional dengan modal kecil karena melalui internet para 
pengusaha dengan mudah, cepat dan murah bisa mendapatkan lebih 
banyak konsumen 
2. E-Commercememungkinkan perusahaan untuk menurunkan jumlah 
persediaan barang (inventory) dan kelebihan persediaan barang 
(overhead) karena penyimpanan barang akan tergantung pada 
pemesanan konsumen 
3. E-Commercedapat meningkatkan efisiensi perusahaan dengan 
meningkatkan tingkat produktifitas pegawai-pegawai di bagian 
perjualan dan administrasi  
4. E-Commercedapat menekan biaya komunikasi karena biaya pengguna 
internet jauh lebih murah 
5. E-Commerce dapat meningkatkan citra perusahaan dengan semakin 
baiknya pelayanan pada konsumen, ditemukannya mitra-mitra bisnis 
baru, proses kerja yang lebih sederhana dan bertambah cepatnya akses 
berbagai informasi 
b.  Bagi Konsumen 
1. E-Commercememungkinkan para konsumen untuk berbelanja atau 
melakukan transaksi lainnya selama 24 jam untuk seluruh lokasi di 
seluruh dunia 
2. E-Commercememberikan lebih banyak pilihan bagi para konsumen 
3. E-Commerceumunya menawarkan barang-barang atau jasa-jasa dengan 
harga yang relative lebih murah  
4. Di dalam sector jasa pengiriman produk-produk lebih cepat 
5. Konsumen dapat tukar menukar informasi 
  c. Bagi Masyarakat 
 Perdagangan elektronik memberikan manfaat terhadap masyarakat 
sebagai berikut : 
1. E-Commercememungkinkan banyak orang untuk bekerja di rumah 
mereka 
2. E-Commercememungkinkan sejumlah pedagang untuk menjual barang-
barang atau jasa mereka dengan harga yang lebih murah sehingga 
orang dapat membeli produk dan jasa 
3. E-Commercedapat menjangkau konsumen yang berada di daerah-
daerah terpencil. 
4. E-Commerce dapat menfasilitasi pemberian layanan-layanan public 
seperti misalnya perawatan kesehatan, pendidikan, pendistribusian 
layanan-layanan social 
 Perdagangan secara elektronik selain memberikan keuntungan juga 
dapat mengakibatkan kerugian yakni : 
1. Secara Teknis 
a. Kurangnya terjaminnya keamanan dan rehabilitas system, 
termasuk keamanan dan reabilitas standar  
b. Kurangnya memadainya infrastruktur 
c. Bagi vendor memerlukan web serverdan infrastruktur lainnya dan 
server jaringan 
2. Secara Hukum 
a. Masih adanya beberapa permasalahan hukum yang belum 
terpecahkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh 
pemerintah Negara-negara cenderung belum seperti terjadinya 
masalah sengketa dalam perdagangan elektronik yang bersifat 
lintas batas 
b. Keamanan dan privasi perdagangan elektronik dapat merugikan 
pihak konsumen terutama dalam akses informasi pribadi 
konsumen  
E. TinjauanUmum Tentang Kerugian  
 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Kerugian 
adalah kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang 
telah mereka keluarkan (modal). Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan 
menjadi dua (2) klasifikasi, yakni Kerugian Materil dan Kerugian 
Immateril.Kerugian Materil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita 
oleh Pemohon. Sedangkan Kerugian Immateril yaitu Kerugian aats manfaat 
kemungkinan akan diterima oleh pemohon dikemudian hari atau kerugian dari 
kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian 
hari.16 
 Kerugian dalam KUHPerdata dapat bersumber dari Wanprestasi 
sebbagaimana diatur dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 dan Perbuatan 
Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365.  
1. Kerugian dalam Wanprestasi 
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Wanprestasi adalah peristiwa dimana pihak tidak melaksanakan 
prestasinya baik itu : 
a) Salah satupihak tidak memenuhi prestasi sama sekali 
b) Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak sebgaaimana 
mestinya 
c) Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada 
waktunya 
d) Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang 
dilarang dalam perjanjian  
 Saat salah satu pihak telah melakukan Wanprestasi maka 
dimungkinkan timbulnya  kerugian dalam peristiwa tersebut, 
sebagimana ditrangkan dalam pasal 1246 KUHPerdata, maka ganti 
kerugian tersebut terdiri dari 3 unsur yaitu :17 
1. Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-
ongkos yang nyata atau tegas telah dikeluarkan oleh 
Pihak 
2. Rugi, yaiu kerugian kerusakan/kehilangan barang 
dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang 
diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya 
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3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya 
diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak yang lain 
tidak lalai dalam melaksanakannya. 
2. Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum  
 Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dalam 
hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia 
berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, hal 
yang berbeda dengan Tuntutan kerugian dalam Wanprestasi, dalam 
tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada pengaturan yang jelas 
mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaiman diatur dalam 
Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata tersirat pedoman yang berisi “Juga 
penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan 
kedua belah pihak, dan menurut keadaan”18 
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